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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Pajak adalah salah satu elemen terpenting dalam perekonomian Indonesia. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pembiayaan layanan publik yaitu: program pendidikan, program kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pendapatan dari pajak menjadi sumber utama dalam struktur penerimaan negara, yaitu  mencapai 82,4% dari total pendapatan. Sistem perpajakan di Indonesia mencakup berbagai jenis pungutan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta cukai. Masing-masing jenis pajak tersebut memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan negara dan berperan dalam pembiayaan kebutuhan fiskal nasional (Yashilva, 2024). 
Wajib pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perusahaan termasuk dalam kategori wajib pajak badan. Dalam pandangan perusahaan, pajak sering dianggap sebagai suatu beban karena dapat mengurangi laba yang diperoleh dari pendapatan bersih perusahaan. Akibat dari pandangan tersebut, upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara kerap mengalami kendala. Hal tersebut dapat dibenarkan melalui adanya praktik penghindaran pajak (Wulandari et al., 2023).
Pada tahun 2024, penerimaan pajak mencapai angka Rp 1.932,4 triliun setara dengan 97,2% dari target yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar Rp 1.988,8 triliun, meskipun masih belum mencapai target. penerimaan pajak meningkat sebesar 3,5%. Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini bukan hanya terjadi pada tahun 2024 namun juga terjadi beberapa tahun sebelumnya yang terlihat pada Tabel 1.1 berikut.
[bookmark: _Toc211598970][bookmark: _Hlk211902545]Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
	[bookmark: _Hlk211901699]Tahun
	Target penerimaan pajak
	Realisasi penerimaan pajak
	Keterangan

	2021
	Rp1.229,6 triliun
	Rp1.231,87 triliun
	100,19 % terhadap target

	2022
	Rp1.485,1 triliun
	Rp1.716,8 triliun
	115,6 % terhadap target

	2023
	Rp1.818,3 triliun
	Rp1.869,23 triliun
	102,80 % terhadap target

	2024
	Rp 1.988,9 triliun
	Rp1.932,4 triliun
	97,2 % terhadap target


[bookmark: _Hlk211902610]Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024) 
Kasus penghindaran pajak dengan modus penyuapan oleh Bank Panin adalah salah satu praktik penghindaran pajak. Setelah pemeriksaan langsung pada tahun 2016, Bank Panin tercatat memiliki pajak kurang bayar sebesar 1,3 Triliun rupiah. Sebelum ini, Bank Panin dilaporkan memiliki potensi pajak sebesar Rp 81 miliar. Namun, berdasarkan pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga, dan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan bahwa ada pajak kurang bayar sebesar Rp 900 miliar. Untuk mengurangi pajaknya, Bank Panin mengutus orang kepercayaannya untuk menegosiasikan penurunan kewajibannya di angka Rp 300 miliar. Bank Panin menghindari pajak dengan meminta penurunan beban pajaknya dan berkomitmen untuk membayar biaya komitmen sebesar Rp 25 miliar sebagai tindakan suap pajak (CNN Indonesia, 2023).
Penghindaran pajak (Tax avoidance) berbeda dari penggelapan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak terjadi tanpa melanggar undang-undang hukum yang ada. Menurut (Rifai & Atiningsih, 2019), Penghindaran pajak hanya mengambil keuntungan dari kekurangan dalam kerangka peraturan yang relevan, seperti kurangnya peraturan yang mengatur transaksi atau skema tertentu. pajak diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR) karena metode ini mempertimbangkan seluruh kewajiban pajak yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu pajak yang harus dibayar saat ini maupun yang ditangguhkan. ETR dapat dijadikan indikator dalam merencanakan pajak yang efisien. 
Menurut Watts (2003) konservatisme akuntansi adalah pendekatan dimana manajemen perusahaan memakai prinsip kehati-hatian dalam melaporkan keuangan dengan lebih dulu mengakui beban dan kerugian dari pada laba dan keuntungan yang belum pasti (Pangesti & Ratnaningsih, 2023). Dalam penerapannya, konservatisme akuntansi tidak lagi berfokus pada pengungkapan nilai sebenarnya (nilai riil) secara akurat, melainkan cenderung menyajikan angka yang lebih rendah dari nilai sesungguhnya (Andreas et al., 2017). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk melindungi perusahaan dari risiko ketidakpastian ekonomi dan berpotensi menurunkan beban pajak. Penelitian terkait (Valensia et al., 2024) menemukan pengaruh positif konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Namun, (Hendrawan & Sariyati, 2024) menyimpulkan bahwa semakin besar konservatisme akuntansi maka tidak akan meningkatkan ataupun menurunkan penghindaran pajak. Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, (Zulia et al., 2022) memberikan hasil konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
[bookmark: _Hlk211392864]Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014, komisaris independen didefinisikan anggota dewan komisaris yang tidak terkait dengan perusahaan, manajemen, emiten, atau perusahaan publik dan tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional organisasi di dalam perusahaan dan menjadi pihak penengah jika terjadi konflik kepentingan (Engelena et al., 2024). Hasil penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak berbeda-beda. Penelitian (Hidayah et al., 2023 dan Dewi, 2019) menunjukkan komisaris independen  berpengaruh yang positif dan signifikan. Namun, (Pratomo & Rana, 2021) menyimpulkan banyaknya jumlah komisaris independen dapat meminimalisasi tindakan penghindaran pajak. komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, penelitian lain menyatakan hasil yang tidak berpengaruh signifikan (Nurhakim, 2023).
Koneksi politik adalah tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah (Ng & Phie, 2020). Menurut  (Purwanti & Sugiyarti, 2017), Koneksi politik adalah ketika ada hubungan antara pihak tertentu dan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Hasil penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak berbeda-beda. Penelitian oleh (Az’ari & Lastiati, 2022 dan Damayanti & Sitorus, 2024) menemukan pengaruh signifikan dan positif terhadap tax avoidance. Namun, penelitian lain menyatakan hasil yang tidak berpengaruh signifikan (Sawitri et al., 2022). Sementara (Sahrir et al., 2021), menyatakan koneksi politik memiliki pengaruh terhadap ETR dengan arah negatif dapat diartikan apabila perusahaan memiliki koneksi politik, maka nilai effective tax rate (ETR) akan semakin rendah. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan terjadinya peningkatan tax avoidance. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan.
Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan antara konservatisme akuntansi, komisaris independen, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sektor perusahaan, yang merupakan research gap dalam penelitian sebelumnya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih khusus dan relevan tentang praktik penghindaran pajak di sub sektor perbankan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan  sub sektor perbankan di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan di BEI. 
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam bentuk:
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai konservatisme akuntansi, komisaris independen, koneksi politik dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga mampu menambah perspektif baru untuk pengembangan pemahaman mengenai penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis 
Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pemangku kepentingan, pemerintah, dan khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentang penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai penghindaran pajak.
























BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 
Landasan teori memuat uraian sistematik mengenai teori yang dipergunakan pada penelitian ini, sehingga penelitian dapat terpadu dan terarah untuk pembentukan model penelitian.
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)
[bookmark: _vhxyaehym55x]Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu principal dan agent. teori ini menggambarkan hubungan kontrak kerja yang akan mengatur distribusi hak dan kewajiban antara manajer perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal), dengan mempertimbangkan keuntungan kolektif (Pratomo & Rana, 2021).  Dalam teori ini menyatakan adanya potensi munculnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Perselisihan ini ada karena perbedaan tujuan dan niat yang dipegang oleh kedua belah pihak (Engelena et al., 2024).
Dalam konteks perpajakan, pemerintah (fiskus) berfungsi sebagai principal, sedangkan badan wajib pajak berfungsi sebagai agent yang harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Teori ini mengidentifikasi adanya perbedaan tujuan antara wajib pajak sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak sesuai dengan kapasitas ekonomi perusahaan, sementara perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayar untuk mengoptimalkan keuntungan (Nugraheni, 2019). 
Namun demikian, terdapat dilema dalam hubungan ini. Meskipun pemegang saham menginginkan efisiensi pajak untuk memaksimalkan return investasi, pemegang saham juga mengkhawatirkan risiko yang timbul dari praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif. Tindakan agresif tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum, merusak reputasi perusahaan, dan mengikis kepercayaan publik serta stakeholder lainnya, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha perusahaan (Pulungan et al., 2022). Dinamika kepentingan yang kompleks ini menjadikan teori keagenan sebagai kerangka teoritis yang relevan untuk memahami fenomena penghindaran pajak dalam konteks perpajakan.
2.1.2 Penghindaran Pajak 
Berbagai ahli dalam bidang perpajakan telah mendefinisikan konsep penghindaran pajak dengan cara yang hampir sama. Secara tradisional, penghindaran pajak adalah suatu tindakan dimana pemindahan harta atau aset dari negara kepada pemegang saham  (Kim et al., 2011).  Menurut Rahayu (2017) dalam bukunya "Perpajakan Konsep dan Aspek Formal," penghindaran pajak adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
Penghindaran pajak sebagai tindakan hukum yang dilakukan untuk optimalisasi beban pajak melalui strategi dan pendekatan terencana (Irianto et al., 2017). Ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan bagian penting dari strategi keuangan bisnis dan bukan hanya tindakan reaktif.  Hanlon  dan  Heitzman (2010)  menemukan bahwa penghindaran pajak mencakup berbagai bentuk, mulai dari yang paling sederhana seperti penerbitan surat utang bunga hingga yang paling agresif, seperti melanggar peraturan perpajakan (Arfiansyah, 2020).
Adapun cara menghindari pajak menurut Merks (2007) dalam Jefri dan Khoiriyah (2019) adalah:
a. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke tempat yang memiliki keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
b. Pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah (formal tax planing).
c. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer Pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule)."
Meskipun demikian, (Maula et al., 2019) menekankan efek penghindaran pajak dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Perusahaan berpendapat bahwa meskipun melakukan penghindaran pajak adalah tindakan bisnis yang secara teknis tidak melanggar undang-undang. Namun itu, merugikan negara karena perbedaan antara kewajiban pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan kondisi ekonomi real perusahaan dan jumlah pajak yang sebenarnya disetorkan. Definisi ini mencakup aspek etis dan konsekuensi sosial ekonomi dari praktik penghindaran pajak, di mana legitimasi sosial tidak selalu berkorelasi dengan legalitas.
Meskipun penghindaran pajak dilakukan dalam batas-batas hukum, implikasinya terhadap penerimaan negara dan keadilan pembagian beban pajak menjadi perhatian penting dalam studi perpajakan modern. Kesimpulan dari berbagai perspektif tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak adalah fenomena kompleks yang berada dalam zona abu-abu antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial.
2.1.3 Konservatisme Akuntansi
Konservatisme akuntansi adalah pendekatan kehati-hatian untuk membuat laporan keuangan yang mengutamakan pengakuan kerugian dari pada keuntungan lebih awal. Menurut Watts (2003), konservatisme menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan standar verifikasi yang lebih ketat untuk informasi positif dari pada informasi negatif. Akibatnya, laporan keuangan menjadi lebih hati-hati dan melindungi pengguna dari risiko penilaian yang terlalu optimis. Menurut Savitri (2016), konservatisme adalah reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian ekonomi dengan tujuan membuat laporan keuangan yang lebih dapat diandalkan.
Dalam praktiknya, konservatisme akuntansi memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama, sebagai mekanisme perlindungan yang melindungi manajer dari laporan laba yang berlebihan yang dapat merugikan kreditur dan pemegang saham. Kedua, sebagai alat oportunistik yang dapat digunakan manajer untuk mengubah besaran laba akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi beban pajak perusahaan (Sarra, 2017). Salah satu ciri khas konservatisme adalah ketidaksamaan waktu, yang berarti bahwa kerugian diakui lebih cepat daripada keuntungan. Akibatnya, laba lebih sensitif terhadap berita negatif dari pada berita positif (Basu, 1997). Studi empiris menunjukkan bahwa konservatisme mempengaruhi penghindaran pajak (Hendrawan & Sariyati, 2024 dan Rosdiani & Hidayat, 2020).
Prinsip ini juga memberi manajer kesempatan untuk menggunakannya sebagai strategi pragmatis, terutama dalam hal pengurangan kewajiban perpajakan (Sarra, 2017). Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara konservatisme akuntansi dan metode penghindaran pajak sangat penting. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan akuntansi digunakan sebagai alat kontrol dan strategi untuk mengoptimalkan efisiensi pajak bisnis.
2.1.4 Komisaris Independen
Anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Perusahaan emiten disebut sebagai komisaris independen. Komisaris independen dibentuk oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan komisaris harus mematuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015.
Menurut Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), “Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik adalah komisaris dari pihak luar. UU nomor 40 Tahun 2007 juga menetapkan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum dan/atau khusus.
Komisaris independen tidak boleh memiliki kedekatan dengan pemegang saham utama atau arahan lainnya. Komisaris independen  juga dapat menengahi kesenjangan antara manajer internal dan memberikan rekomendasi kepada manajemen.
2.1.5 Koneksi Politik
Menurut  Gomez  &  Jomo  (2009)  perusahaan yang  mempunyai koneksi  politik  merupakan  perusahaan  atau  konglomerat  yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah  (Pranoto  &  Widagdo, 2015).  Perusahaan akan dianggap memiliki koneksi politik jika sedikitnya salah satu anggota Dewan Komisaris adalah pejabat pemerintahan negara. Contohnya koneksi politik termasuk lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif (Kementerian Negara, Departemen, dan organisasi pemerintah pusat lainnya) menurut (Kozlowski et al., 2014). Menurut (Wicaksono, 2017), koneksi politik perusahaan digunakan untuk melobi pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak, dan tindakan lain yang dianggap sebagai penyingkiran pajak atau persetujuan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai “Pengaruh konservatisme akuntansi (X1), komisaris independen (X2), dan Koneksi Politik (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y) berikut beberapa penelitian yang relevan.
[bookmark: _Toc211599008]





Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Judul
	Variabel
	Hasil

	1
	(Dewi, 2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016
	Variabel independen:
a. Kepemilikan Institusional
b. Dewan Komisaris Independen
c. Komite Audit 
Variabel Dependen:
a. Tax Avoidance
	[bookmark: _Hlk211294030]Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Namun, komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance.

	2
	(Sahrir et al., 2021)	Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas  Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance
	Variabel Independen:
a. Koneksi Politik
b. Intensitas Aset Tetap 
c. Komisaris Independen 
d. Profitabilitas 
e. Leverage  
Variabel Dependen :
a.  Tax Avoidance
	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik, intensitas aset tetap, profitabilitas dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

	3
	(Sihombig & Dalimunthe, 2022)	Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance
	Variabel Independen:
a. Komisaris Independen
b. Kepemilikan Institusional
c. Pertumbuhan Laba
Variabel Dependen:
a. Tax Avoidance
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan, pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.


Disambung ke halaman berikutnya
	No
	Nama Peneliti
	Judul
	Variabel
	Hasil

	4
	(Dinda & Emi, 2024)	Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak
	Variabel Independen:
a. Transfer Pricing 
b. Capital Intensity 
c. Leverage
d. Komisaris Independen 
Variabel Dependen:
Penghindaran Pajak
	Hasil analisis menunjukkan bahwa transfer pricing¸capital intensity dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 


	5
	(Hidayah et al., 2023)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Diversitas Gender Dewan terhadap Tax Avoidance
	Variabel Independen:
a. Profitabilitas
b. Leverage
c. Komisaris Independen 
d. Komite Audit 
e. Diversitas Gender
Variabel Dependen:
a. Penghindaran Pajak
	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Profitabilitas, Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance,  dan Diversitas Gender Dewan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance. 


	6
	(Pangesti & Ratnaningsih, 2023)	Pengaruh Capital Intensity, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance 
	Variabel Independen:
a. Capital Intensity
b. Komite Audit 
c. Konservatisme Akuntansi
Variabel Independen:
a. Tax Avoidance 
	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Capital Intensity berdampak signifikan pada Tax Avoidance, Komite Audit tidak berdampak signifikan pada Tax Avoidance, serta Konservatisme Akuntansi berdampak signifikan pada Tax Avoidance.


	7
	(Hendrawan & Sariyati, 2024)	Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance  Dan Konservatisme akuntansi Terhadap Tax Avoidance
	Variabel Independen:
a. Finansial Distress
b. Corporate Governance
c. Konservatisme Akuntansi 
Variabel Dependen:
a. Tax Avoidance
	Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; Financial distress,  kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance; ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance dan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance.



Disambung ke halaman berikutnya

	No
	Peneliti
	Judul
	Variabel
	Hasil

	8
	(Valensia et al., 2024)	Pengaruh CEO tenure, Feminisme in director, dan Conservatism terhadap tax avoidance perusahaan properti dan real estate tahun 2021-2023
	Variabel Independen:
a. CEO tenure
b.  Feminisme in director
c. Conservatism
Variabel Dependen:
a. Tax Avoidance
	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa CEO tenure dan feminisme in director tidak menunjukkan dampak signifikan akan praktik tax avoidance. Di sisi lain, Conservatism secara signifikan memberikan dampak positif akan praktik tax avoidance dan secara simultan kombinasi variabel CEO tenure, feminisme in director, dan Conservatism berdampak kepada praktik tax avoidance.

	9
	(Damayati& Sitorus, 2024)	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak yang di Moderasi oleh Komite Manajemen Risiko 
	Variabel Independen: 
a. Intensitas Modal
b. Intensitas Persediaan
c. Koneksi Politik
Variabel Dependen:
a. Penghindaran Pajak
Variabel Moderasi:
Komite Manajemen Risiko
	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa intensitas modal, intensitas persediaan, koneksi politik, dan komite manajemen risiko berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil dari variabel moderasi menyatakan bahwa komite manajemen risiko dapat moderasi intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak, sementara itu komite manajemen risiko tidak dapat moderasi koneksi politik terhadap penghindaran pajak..

	10
	(Ardhan, 2025)	Pengaruh Pertumbuhan Trafik dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Informasi Dan Komunikasi yang Terdaftar  Di BEI Tahun 2017-2020)
	Variabel Independen:
a. Pertumbuhan Trafik
b. Koneksi Politik
Variabel Dependen: 
a. Penghindaran Pajak
	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan trafik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan trafik tidak memberikan pengaruh yang berarti.



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025


2.3 Kerangka Konsep
[image: ]Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi, komisaris independen, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Pengaruh masing-masing variabel tersebut akan dianalisis dan diuji menggunakan metode analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, akan diperoleh temuan yang selanjutnya dibahas secara mendalam. Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Sebagai gambaran sistematis, kerangka pemikiran penelitian ini dirumuskan dan diilustrasikan dalam sebuah bagan sebagai berikut:
Gambar 2.1. Kerangka konsep
sumber: Diolah oleh penulis, 2025


2.4 Hipotesis Penelitian
2.4.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak
Menurut Watts (2003) seperti yang dikutip oleh (Murniati et al., 2018), konservatisme dalam akuntansi merujuk pada sikap kehati-hatian perusahaan saat menyusun laporan keuangan, di mana mereka enggan langsung mencatat aset atau laba, melainkan lebih cepat mengakui potensi utang dan kerugian yang bisa muncul. Sementara itu, konservatisme akuntansi juga sering dipahami sebagai prinsip kerja akuntan yang menuntut bukti lebih kuat untuk mengakui keuntungan ketimbang kerugian (Basu, 1997 seperti dikutip dalam Safitri & Afriyenti, 2020).
Berdasarkan teori keagenan yang sangat efektif bergantung pada konservatisme akuntansi. Dalam praktiknya, para agen sering kali meningkatkan keuntungan pribadi mereka sendiri, sesuai dengan prinsip konservatisme. Menurut (Pangesti & Ratnaningsih, 2023), Manajemen perusahaan dapat mencari berbagai cara untuk menghindari pajak, seperti menggunakan metode akuntansi yang konservatif dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin rahasia informasi keuangan, semakin rendahnya profit yang dicatat, dan kecenderungan untuk terkait dengan tindakan yang dihindari pajak dapat meningkat. Dalam kebanyakan kasus, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan mengikuti aturan yang dibuat oleh pemimpin perusahaan. dan tidak terjadi secara kebetulan.
Studi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi  memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, seperti yang ditemukan dalam penelitian (Valensia et al., 2024). Dengan dasar penjelasan tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:
H1 : Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak
2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak
Dewan komisaris independen adalah individu yang tidak memiliki keterikatan, baik secara kepemilikan, hubungan keluarga, maupun hubungan profesional, dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya, serta tidak menduduki posisi direktur pada perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut (Zemzem & Ftouhi, 2013). Komisaris independen berfokus pada fungsi pengawasan yaitu, menilai keputusan manajerial dengan memanfaatkan keterampilan, keahlian dan pengetahuan, serta sikap objektivitas untuk mengurangi biaya agensi. 
Dalam Teori agensi keberadaan komisaris independen di perusahaan berperan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen, sehingga manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam menetapkan keputusan serta lebih transparan dalam penyajian laporan keuangan. Meningkatnya proporsi komisaris independen akan memperkuat efektivitas pengawasan terhadap tindakan manajemen. Selain itu, komisaris independen dianggap sebagai representasi kepentingan pemegang saham non-pengendali, yang umumnya lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dipandang dapat mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.
Penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari komisaris independen terhadap penghindaran pajak adalah studi oleh (Sihombing et al. 2022). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:
H2 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak 
2.4.3 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak
Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki akses yang lebih lancar terhadap pinjaman modal, serta risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam menyusun strategi perencanaan pajak, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan tingkat transparansi pada laporan keuangan perusahaan (Sahrir et al., 2021).
Berdasarkan teori keagenan, perusahaan berupaya memaksimalkan laba melalui strategi pengurangan beban pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan prinsip teori keagenan tersebut, para manajer akan memanfaatkan hubungan politik yang dimiliki perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak, karena hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis, seperti akses terhadap pinjaman modal yang lebih menguntungkan serta penurunan risiko pemeriksaan audit pajak (Nursavida et al., 2023).
Penelitian oleh (Awlia & Lastiati, 2022), mengindikasikan bahwa semakin kuat koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Sementara itu, studi (Damayanti & Sitorus, 2024), mengungkapkan bahwa pembentukan koneksi politik dalam perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di dalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
H3 : Koneksi Politik berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak
[image: ]Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan, maka disusun sebuah model penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel, yaitu konservatisme akuntansi, komisaris independen dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.
Gambar 2. 2 Model Penelitian




BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Definisi Operasional
Penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu variabel terikat (Variabel dependen) dan variabel bebas (Variabel independen).
3.1.1 Penghindaran Pajak
Nilai effective tax rate (ETR) nilai ETR yang rendah, berarti perusahaan melakukan penghindaran pajak yang besar, sedangkan ETR tinggi berarti penghindaran pajak yang rendah atau perusahaan membayar pajak sesuai tarif yang berlaku. Nilai ETR yang ideal untuk efisiensi pajak bagi perusahaan sering kali di bawah 25%, tetapi kondisi ini perlu dianalisis lebih lanjut tergantung konteksnya, seperti efisiensi pajak yang berarti perusahaan berhasil memanfaatkan strategi untuk mengurangi beban pajak secara legal (Tanjaya & Nazir, 2021). Menurut penelitian Hoseini & Gerayli (2018), rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:
	



3.1.2 Konservatisme Akuntansi 
Definisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan. Dalam variabel ini perusahaan akan secara langsung mengakui mengalami kerugian lebih dulu dan tidak langsung mengakui keuntungan sampai ada bukti (Susanti, 2020). Rumus untuk menghitung konservatisme akuntansi dalam penelitian  (Afriani et al., 2021) adalah sebagai berikut :
	




3.1.3 Komisaris Independen
Komisaris independen tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur perusahaan. perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan BEI. Kehadiran komisaris independen dapat membantu dalam proses membuat laporan keuangan yang tepat. Komisaris independen diharapkan dapat membantu perusahaan mengurangi kecurangan dalam pengungkapan pembayaran pajak. Jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris. (Cahyono et al., 2016). Komisaris independen dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
	





3.1.4 Koneksi Politik
Perusahaan yang memiliki ikatan politik untuk dekat dengan politisi atau pemerintah disebut sebagai perusahaan yang terkoneksi politik (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, memiliki hak istimewa seperti pinjaman mudah dan mengurangi risiko pemeriksaan perpajakan, yang membuat mereka cenderung menghindari pajak (Anissa, 2015). Untuk menentukan adanya koneksi politik digunakan kriteria sebagai berikut: 
a. Perusahaan perbankan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
b. Direktur, komisaris, atau dewan direksi berafiliasi dengan partai politik.
c. Direktur, komisaris, atau dewan direksi merupakan pejabat pemerintah dalam periode tersebut.   
Dalam menentukan perusahaan memiliki koneksi politik atau tidak menggunakan variabel dummy dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan perbankan yang memenuhi indikator atau kriteria di atas, dan nilai 0 jika tidak memenuhi indikator atau kriteria di atas.
3.2 Populasi Dan Sampel
[bookmark: _Hlk211961869]Populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang menjadi sasaran untuk digeneralisasi dalam suatu penelitian. Sedangkan elemen populasi adalah setiap objek atau unit yang akan diukur dan menjadi fokus pengamatan dalam penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan di sektor keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2024. Pemilihan perusahaan sub sektor perbankan didasarkan peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel. Metode ini digunakan untuk memastikan sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan menghasilkan hasil yang lebih representatif.
Adapun perusahaan dengan kriteria-kriteria dalam penelitian ini yang digunakan dalam metode purposive sampling adalah sebagai berikut. 
1. Perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024 variabel.
2. Perusahaan sub sektor perbankan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (annual report) dengan data lengkap terkait dengan variabel penelitian ini secara konsisten berturut-turut selama 4 periode, yaitu periode 2021-2024.
3. Perusahaan sub sektor perbankan yang mengalami kerugian (laba sebelum pajak) selama periode 2021-2024.
[bookmark: _Toc211599020]Tabel 3. 1 Eliminasi Populasi
	No
	Kriteria
	Jumlah

	1
	Perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024
	46

	2
	Perusahaan sub sektor perbankan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (annual report) dengan data lengkap terkait dengan variabel penelitian ini secara konsisten berturut-turut selama 4 periode, yaitu tahun 2021-2024
	5

	3
	Perusahaan sub sektor perbankan yang mengalami kerugian (sebelum pajak) selama periode 2021-2024
	13

	Total Perusahaan  Penelitian
	28

	Periode Penelitian 2021-2024
	4

	Total Data Penelitian (28 × 4 tahun)
	112


Sumber: www.idx.co.id (data diolah, 2025)



3.3 Jenis Dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan di sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2024. Laporan tahunan BEI dapat diakses melalui situs web resmi BEI, www.idx.co.id, serta dari sumber data tambahan seperti data Base perusahaan, situs web pribadi perusahaan, dan publikasi penelitian.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Pada periode 2021–2024, dokumen laporan tahunan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikumpulkan, dicatat, dan diperiksa.
3.5 Metode Analisis Data
Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression), yang bertujuan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen pada penghindaran pajak. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data yaitu software SPSS versi 25.0. 
3.5.1 Analisis Deskriptif 
Menurut Sugiyono, (2017) Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk analisis data melalui mendeskripsikan atau penggambaran data yang dikumpulkan dalam bentuk aslinya, tanpa tujuan menarik kesimpulan yang memiliki validitas atau generalisasi luas (subroto & Endrayati, 2023). Menurut Ghozali (2018:19) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), varian, maksimum, minimum, sum, average, range, kurtosis dan skewness (Rosdiani & Hidayat, 2020). Uji deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi informasi sehingga lebih mudah dipahami
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 
Purnomo (2017:107) menyatakan bahwa uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan apakah normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastis, dan autokorelasi ada pada model regresi. Jika model regresi linier memenuhi beberapa asumsi klasik, seperti data residual terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastis, dan autokorelasi, maka model tersebut dapat dianggap baik. Asumsi klasik diperlukan untuk mendapatkan model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian yang dapat dipercaya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hasil analisis regresi tidak dapat dianggap BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) (Soelistiono & Adi, 2022).
3.5.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau apakah model regresi yang baik memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan  jika nilai untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, yaitu sebagai berikut: 
a. Nilai probabilitas pada tabel lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal.
b. Nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji keberadaan korelasi antar variabel bebas dalam model regresi pada penelitian (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Pengujian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan meninjau nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam model regresi. Adapun pedoman dalam pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas mengacu pada kriteria yang dikemukakan (Dwita & Zenabia, 2025).
a. Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance > 0,01 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
b. Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance < 0,01 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.
3.5.2.3 Uji Autokorelasi
Menurut (Ghozali, 2021), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW test) adalah cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Berikut dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi berdasarkan kriteria Durbin-Watson (DW test):
	Hipotesis nol
	Keputusan
	Jika

	Tidak ada autokorelasi positif
	Tolak
	0 ˂ d˂ dl

	Tidak ada autokorelasi positif
	Tidak ada keputusan
	dl ≤ d  ≤  du

	Tidak ada korelasi negatif
	Tolak
	4 - dl ˂ d ˂ 4

	Tidak ada korelasi negatif
	Tidak ada Keputusan
	4 – du ≤ d ≤ 4 – dl

	Tidak ada autokorelasi, positif dan negatif
	Tidak ditolak
	Du ˂  d ˂ 4 – du


Tabel 3. 2 Pengambilan Keputusan Autokorelasi dengan Durbin-Watson
[bookmark: _heading=h.4pskexbv4f8o]   Sumber: (Gozila (2021)
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Menurut (Ghozali, 2018), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi memiliki ketidaksamaan dalam variasi antara residu dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Homoskedastisitas terjadi ketika perbedaan sisa antara dua pengamatan tetap sama; heteroskedastisitas terjadi ketika perbedaan ini berbeda.
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastis atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Karena data crosssection menghirup data dari berbagai ukuran, termasuk kecil, sedang, dan besar, sebagian besar mengandung situasi heteroskedastisitas. Terdapat cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan memeriksa apakah ada pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Pola-pola ini digambarkan dengan kriteria sebagai berikut:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.5.3 Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda adalah model regresi linear untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Pengujian regresi linier berganda melihat pengaruh dua variabel bebas pada variabel terikat secara bersamaan dengan menggunakan persamaan regresi. Penelitian uji regresi linier berganda akan menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen masing-masing pada variabel dependen penelitian (Putra & Zahroh, 2023).
Model regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa satu atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Maka digunakan regresi linear berganda yang dinyatakan dalam model sebagai berikut:
	Y =   1 X1  2X2    3X1   


Sumber :(Hidayah Nurul et al. 2023)
Keterangan :
Y = Penghindaran Pajak  
α = Konstanta 
β1, β2, β3 = Koefisien regresi 
X1 = Konservatisme Akuntansi 
X2 = Komisaris Independen
X3 = Koneksi Politik 
εit = Error (Tingkat kesalahan pengganggu)
3.5.4 Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan melakukan uji koefisien determinasi, simultan, dan parsial.
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R2/Adjusted R2)
Koefisien determinan digunakan untuk menentukan seberapa tepat variabel independen (Konservatisme akuntansi, komisaris independen, dan koneksi politik) dapat menjelaskan variabel dependen (Penghindaran pajak). Nilai R-square yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R-square yang besar menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang semakin kuat. Perhitungan koefisien determinasi adalah nilai Adjusted R Square dikali dengan 100% (Dwita & Zenabia, 2025).
3.5.4.2 Uji t ( Parsial)
Menurut (Ghozali I, 2018) uji t dilakukan untuk mengukur dampak dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen jika nilai probabilitas masing-masing variabel independen kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai probabilitas masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka ada pengaruh. 0,05 sehingga tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Magdalena & Trisnawati, 2022).
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024.
	No
	Kode Perusahaan
	Nama Perusahaan

	1
	AGRS
	Bank IBK Indonesia Tbk.

	2
	BABP
	Bank MNC Internasional Tbk.

	3
	BACA
	Bank Capital Indonesia Tbk.

	4
	BBCA
	Bank Central Asia Tbk.

	5
	BBHI
	Allo Bank Indonesia Tbk.

	6
	BBMD
	Bank Mestika Dharma Tbk.

	7
	BBNI
	Bank Negara Indonesia (Persero)

	8
	BBRI
	Bank Rakyat Indonesia (Persero)

	9
	BBTN
	Bank Tabungan Negara (Persero)

	10
	BGTG
	Bank Ganesha Tbk.

	11
	BINA
	Bank Ina Perdana Tbk

	12
	BJBR
	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

	13
	BMRI
	Bank Mandiri (Persero) Tbk.

	14
	BNBA
	Bank Bumi Arta Tbk.

	15
	BNGA
	Bank CIMB Niaga Tbk.

	16
	BNII
	Bank Maybank Indonesia Tbk.

	17
	BNLI
	Bank Permata Tbk.

	18
	BSIM
	Bank Sinarmas Tbk.

	19
	BTPN
	Bank SMBC Indonesia Tbk.

	20
	DNAR
	Bank Oke Indonesia Tbk.

	21
	MAYA
	Bank Mayapada Internasional Tb

	22
	MCOR
	Bank China Construction Bank I

	23
	NISP
	Bank OCBC NISP Tb

	24
	NOBU
	Bank Nationalnobu Tbk.

	25
	PNBN
	Bank Pan Indonesia Tbk

	26
	SDRA
	Bank Woori Saudara Indonesia 1

	27
	BRIS
	Bank Syariah Indonesia Tbk.

	28
	BTPS
	Bank BTPN Syariah Tbk.
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